
 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

NOMOR :  18/KPN/HM.02.03/SK/II/2023 
 

TENTANG 
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) 

KEPADA HAKIM, PEGAWAI DAN PPNPN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI  
PALANGKARAYA 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

 
Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya penegakkan disiplin dalam pelaksanaan 

tugas untuk menodorong peningkatkan mutu/kualitas 

pelayanan kepada publik, masyarakat pencari keadilan 

dilingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka dipandang 

perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan 

sanksi (punishment) kepada Hakim, Pegawai dan PPNPN di 

lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya; 

2. Bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan  (Reward) dan 

sanksi (Punishment) kepada Hakim, Aparatur Sipil Negara dan 

PPNPN perlu ditetapkan kriteria penilaian atas kinerja dan 

bentuk penghargaan; 

3. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan 

dengan Surat Keputusan. 

Mengingat   :              
1.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik; 

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 Tentang  

Pelayanan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin 

Pegawai Negeri Sipil. 

4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan PTSP 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 36 Tahun 2012 Tentang petunjuk Teknis Penyusunan, 

Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Evaluasi Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah 

7.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 

tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayanai di Lingkungan 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

 

 

 



 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map 

reformasi Birokrasi 2015-2019. 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 

pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi. 

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Penegakkan Dipisiplin pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya.  

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.     

12. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor.77/DJU/SK/HM02.3/2018 tentang Pedoman PTSP pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 

 

 

 

 
               M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI 
(PUNISMENT) KEPADA HAKIM, PEGAWAI DAN PPNPN 

DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA. 

PERTAMA : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Palangka 

Raya Kelas IA wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas IA; 

KEDUA : Kebijakan pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi 

(Punishment) kepada Hakim, Pegawai dan PPNPN di Lingkungan 

Pengadilan Negeri Palangkaraya; 

KETIGA : Bahwa Penilaian kinerja dilakukan  6 (enam) bulan sekali; 

1. Unsur-unsur yang dinilai : 

a. Tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 95% 

dalam waktu penilaian 

b. Tingkat kedisiplinan dalam mengikuti apel dan senam 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman 

pidana kurungan atau penjara 

d. Menerapkan standar Operasional Prosedur Pelayanan; 

e. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat; 

f. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat; 

g. Tingkat kepekaan/respon dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat; 

h. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

i. Kemampuan dalam  menyelesaikan setiap tugas yang 

diberikan oleh pimpinan. 

 



 

 

KEEMPAT : Hakim, Pegawai dan PPNPN yang tidak mengindahkan point 

Pertama nomor 3 maka akan diberikan sanKsi berupa : 

a. Teguran lisan 

b. Teguran secara tertulis 

c. Pernyataan tidak puas dari atasan/pimpinan. 

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua 

Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor        

035/KPN/KP.05.8/SK/III/2022 tentang  kebijakan pemberian 

penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) kepada Petugas 

PTSP dicabut dan diyatakan tidak berlaku lagi                             

KEENAM 
 

 
 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan 
akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini. 

KETUJUH : Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

2. Yth. Tim Anggota Jaringan Dokumentasi Teknis Informasi 
Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya 

3. Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya 

4. Tim Penjaminan Mutu/RB/ZI PN Plk: Manajemen Perubahan, 
Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

5. Pertinggal. 

 
 

Ditetapkan di     : Palangka Raya 
Pada tanggal      : 16 Februari 2023 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 
                                 

 
 

                                   H.AGUNG SULISTIYONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


